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ABSTRACT

nformation represent a reguiremnent of inseparable
I pramary life all day human being. In conssquence.
exislence mass media represant most zlomentary
means in accomplishment someone nights or information.
Rights to the information contain three elements that are: (a)
rights collect information, (b) rights propagate information,
(c) right communicate information. Arrangement of rights
get information in Indonesia, by normative have been
decanted in UUD 1945 (amandment), but need follow up
with peripheral more order operational forcan be realized in

level ofimplementation

Keyword : mass media, rights of information

Pendahuluan

Pers, baik cetak maupun eleldronik merupakan instrumen dalam
tatanan mdup masyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas
kehidupan warganya I) samping fungsinva sebagai media informasi
dan komumikasi, pers juga merupakan refleksi jati diri dari masyarakat
xarcna apa yang dituangkan didalam sajian pers hakekainva adalah
Zenvut kehidupan masyarakat dimana pers berada, Dari tampilan pers
tulah schagal wajah masvarakat, baik tingkat kemajuan maupun taral
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berpikirnya dapat dicermaii,

Sebagaimana diketshui dewasa mi kebutuhan akan mformasi
merupakan bagien tak terpisahkan dan keschanan manusia dan telah
merupakan kcbutuhan primer. Bahkan sebagaimana diintroduksi oleh
John Naishitt, abad ini adalah abad informasi.

D1 negara-negara yang bisa disebut sudah mapan seperti Amerika
serikat dan Inggris justru kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang
berkaitan dengan pers dilandasi oleh konsep hak untuk memperoleh
mformasi (right to information) sebagal bagian dari kebutuhan hidup
sehari-hari, Jadi tidak semata-mata merupakan refleksi dari hak umtuk
mengeluarkan pendapat secara tertulis yang menjadi dasar penerbitan,
Antara hak untuk mengeluarkan pendapat pada satu sisi dengan hak
untuk memperoleh informasi pada sisi lain terus menear keseimbangan,
sehingga pada sisi pers melalirkan prinsip pers yang berbudi luhur
scbagai wujud idecalisme penggelut duma pers, Posisi pers tidak semata
mengedepankan sajian yang menjad: refleksi kehendak nuram para
penyajinya tetapi sekaligus juga berfungsi sebagai lahan pengabdian
vang juga beranjak kepada apa yang sebenamya dibutuhkan sebagai
informasi pembacanya,

D1 dalam konteks sosiologis, pers dapat dipandang sebagai suatu
sistem atau yang lebih tepat adalah sistem pers yang merupakan bagian
dari sistem komunikasi Sementara sistem komunikasi itu merupakan
bagian dan sistem kemasvarakatan. Eksistensi pers itu tidak terlepas dari
berbagai milai vang ada dimasyarakat vang bersangkutan, dengan
demikian dapat dinyatakan bahwa berbagai denyut kehidupan dalam
suatu masyarakat akan menjadi dasar pijakan yang tentunya berbeda
antara suatu kelompok masvarakat dengan kelompok masyarakat yang
lainnya. Berdasarkan hal itu maka akan senantiasa berbeda pula pola-
pola penggarisan dan pelaksanaan kebijakan dalam operasionalisasi pers
anlara svaiu sistem kemasyarakatan dengan sistem kemasyarakatan
lainnya. Demikian pula kinerja pers akan senantiasa sesusai dengan
keadaan masyarakat dimanaia hidup dan menggemban misinya.
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Dilihal dari sisi warga masvarakat, muncilnya pers sebagai media
miormasi dan komunikast serta media pembeniukan organisasi tidak
semata sebapal relleksi dan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat.
Namun sccara lebih mendasar pers adalah sarana pemenuban basrat
manusia untuk berdialog, saling menvampaikan pesan dengan
SCsamanyvd.

Di dalam perkembangan lhidup manusia, informasi senantiasa
menduduki posisi penting baik sebagai sarana penambah wawasan dan
juga secara prakiis sebagai komoditas untuk mempertahankan eksistensi
mdup Dengan kala lain manusia tidak mungkin hidup tanpa informasi.
Dipandang dari segi pengolahannya. informasi telah menjadi suatn
industri peniing yang menunjukan indikasi paling cepal
perkembangannya dibanding dengan bidang lainnya. Derkenaan hal i

Lebih dart itu informasi telah menjadi pemacu yang multi faset
bagi manusia dan budayanya. Manusia sebagal unit suatu budava
tidak cukup hanya ditandai oleh rasio dan emosinya belaka
Manusia juga hars dan periu dikenali sebagai salah satu harkat,
suatu cita-cita dan kebutuhan Harkatnva schagal komunikator,
cita citanya pada kwalitas dan kwantitas diri dan segala
kebutuhannya termasuk kebutuhannya terhadap inforimasi.

Di dalam kehidupan manusia bahkan setelah herkembang ctos

“2pa vang menguasal informasi 1a adalah raja dan siapa yang menguasai
sroses informast maka dia adalah penguasa John Naisbitt di dalam
soconyva Megatrend 2000 menvimpulkan bahwa pada masyarakat vang
=ommehir telah ferjadi kecenderungan kearah masyarakat global sebagai
S (2) dari masyarakat indusiri ke masyarakat informasi, (b) dari
=imoioa asainva buatan ke teknologi yang canggih. (c) dari sentralisasi
ssentrzlisasi, (d) dan bantuan kelembagaan menjadi bantuan
nesis (c)dan demokrast yang bersifat perwakilan menjadi demokrasi
“ie sessaat partisipatil, (f) dan hubungan hierarkis ke hubumgan
13
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kerjasama, (g) dari kelompok negara maju kekelompok negara
berkembang, (h) deri pilihan altematifke pilihan berganda,

Berdasarkan uralan di atas, maka fokus vang akan dikaji dari tulisan
mi adalab : (a) apa sajakah vang menjadi elemen pokok dari hak alas
informasi, (b) bagaimanakah pengaturan mengenai hak atas informasi di
Indonesia.

Pembahasan

Elemen pokok hak atas informasi

Legislas dari munculnya kebutuhan akan informasi yang pada

suatn ketika mencatat kemajuan amat pesal saat ini, telah
dikemukakan oleh PBB sebelumnya, Dalam pasal 19 konvensi
internasional tentang hak-hak sipil yang mulai berlaku tanggal 23
Maret 1966. Dalam konvensi tersebut dinyatakan bahwa -

1.

2

Seliap orang berhak mempunyai pendapal tanpa
dicampurtangani,

Setiap orang akan berhak menyatakan pendapat : hak ini
mencakup kebebasan mencari, menerima dan memberikan
informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan
batas. baik secara lisan maupun tertulis atau tercetak, dan dalam
bentuk sen1, atau melalui sarana lain menunut pilihannya sendiri.

Pelaksanaan hak-hak vang diberikan dalam ayat 2 pasal ini
disertal dengan berbagai kewajiban dan tanggung jawab khusus.
Maka dari itu dapar dikenakan pembatasan tertentu, tetapi hal
demikian hanya boleh ditetapkan dengan undang-undang dan
sepanjang diperlukan untuk :

4. menghormati hak atau nama baik orang lain.

b. Menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum atau

keselamatan atau kesusilagn umum.

Berdasarkan konvensi diatas, diberikan jaminan atas hak untuk

menerima dan memberikan informast baik secara lisan maupun
tertuls atau tercetak, termasuk mengekspresikan dalam karya seni.
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Fembatasan hanya boleh atas dasar undang-undang yang dibust
olch lembaga berwenung. Berdasarkan ketentuan itu, pemerintah
s=bagal lembaga memberikan proteksi terhadap kebebasan untuk
memperoleh informasi. Termasuk negara-negara yang beralitan
sosialis dan komunis mengartikan legalitas hak untuk memperoleh
informasi itu dengan jalan melakukan penguasaan munggal atas
mformasi.

Merinei lebih lanjut dari hak atas informasi i mengandung
Liga elemen pokok
I hakuntuk mengutnpulkan informasi;
2, hakuntuk menycharkan informasi:
3. hakuntuk mengomunikasikan informasi.

Ketiganya merupakan satu kesaluan vang tidak bisa dipalih-
pilih. Karena itu, pemenuhan ketiga hak ifu juga menjadi satu
kesatuan yang tidek dapat dimisahkan WNamun tdak dapat
dipungkint bahwa informasi tidak terlepas dari tingkat pendidikan
masyarakat khususnya jika informasi ferschut dijadikan komoditas.
Tidak setiap informasi dapal disebarkan pada masyarakat
Penyebaran mformasi tanpa selekst dapat menjadikan rusaknya
kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan seleksi atas
informasiyang akan disampaikan pada masyarakat,

Secara tekms, penguasaan informasi apalagi mutakhir tidak
cukup jika hanya dengan kebiasaan vrang membaca atau menulis.
Penguasaan infonnasi menuntut suatu stkap kritis dengan wawasan
akan masa depan bagi penerima karena informasi adalul paspor
untuk dapat melakukan sesuatn. Informasi tersebut selanjutnya
akan diolah secara sistematis dan menghendaki permbaharuan
secara lerus-menerus sejalan dengan perkembangan masa. (Suwoto
Mulyosudarmo, 1997350

Berdasarkan tingkat intelektualitas masyarakal itu pula akan
dapat ditenlukan sampai seberapa jauh masyarakal dapat
memperoleh informasi dari sumber informasi. Informasi dalam arti
vang akan menjadikan masyarakat lebih kokoh dan kuat
menghadapt berbagai tantangan dalam hidup bersama Di sind
dibutuhkan selekst yang ketat terhadap sumber-sumber informasi
spalsg terhadap sumber-sumber yang diperkirakan menjadi
semicu munculnya keretakan dalam hidup bersama.
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Bagi pers dalam hal ini pelaku prinsip the reasonable reader
standart atau standar kelayakan pembaca. Pers harus pandai-pandai
memilih sajian informasi yang bersifat edukatif dengan senantiasa
memperhatikan prinsip-prinsip penyajian informasi yang berbudi
luhur. Lebih lanjut Suwoto Mulyosudarmo (1997:350) menyatakan,
bahwa sumber-sumber informasi bagl masvarakat pada umumnya
berasal dari :

1. sumber pendapat orang
2. sumber sistem informasi

3. eksperimentasiyang dirancang khusus untuk hal im

Menurut Kresna Yahya apa pun bentuknya setiap informasi itu
pada dasarmya mengandung nilal privacy seseorang. Olch karena
pergesekan itulah pada pengembangannya informasi akan muncul
interversi darn negara dan hak dan lembaga tertentu untuk
merancang mengumpilkan dan pada akhirnya menjadikannya
sebagal sebuah informasi yang akan dijadikan sebagai bahan
pengambilan kebijakan tertentu. Tujuannya tidak lain untuk
mengurangi vang terjadi akibat adanya informasi dimaksud.

Olch kercna itu proses pengumpulan dan pengolahan produk
berupa informasi pada satu sisi mengandung privacy domain setiap
manusia. Sementara pada sisi lain ada kewenangan negara dalam
Government domain atas informasi tersebut dan pada akhirnya ada
vang bersifat public domain. Pembatasan tentang arus informasi ini
misalnya dalam aktivitas vang berhubungan dengan upaya untuk
mengakses selanjutnya memformulasikan serta
mengkomunikasikan hasil informasi itu sendin. Harus disadari
bahwa setiap pembatasan informasi khususnya oleh lembaga
berwenang 1tu ada pola-pola fertentu dan {atacara yang sudah
disepakati bersama sesuai dengan mekamsme peraturan
perundangan yang berlaku. (Kresnayana Yahya, 1996:1)

Pembatasan demikian dalam kaitannya dengan hukum
dimaksudkan sebagai satu upaya unfuk mencegah bias lebih lanjut
dari informasi sebagai sebuah produk. Kebebasan melakukan
aktivitas yang berkait dengan informasi dimaksud agar tidak
merusak sendi-sendi hidup bersama. Demikian pula pembatasan
dimaksud sebagat satu litik temu antara keharusan untuk melindungi
privacydomain, government domain, dan public domain,
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Dar1 kecenderungan vang ada, dewusa ini informasi ini
dikuasai ofch tigakelompok elit masyarakst yaitu
1. birokral dan telknokrat;
2. masvarakal elit pengusaha;
3. masyarakat mtelektual/professional.

Ketiga kelompok iy secara kuantitatif jauh lebih scdikit dgri
masvaraket pada umumnys, pembatasan dan seleksi atas nilai
informasi dan keharusan menjuga tink temu antara privacy domain,
government domain, danr public domain, Sebagaimana
dimaksudkan di atas harus jelas pengaturannya, Bagi ketiga institusi
itu, khususny2 privacy manusia adalah merupakan hak bahkan hak
nsasi sebagaimana dikemukakan pasal 19 di atas. Bahkan karena
pentingnya ketenfuan itu perlu dilegaskan kembali dalam
Convenarnt on Civil and political rights. Demikian pula konvensi llu
memperoleh tekanan untuk dilaksanakan oleh Regional Council on
Human Rights in Asia, bahwa menjadi liewajiban pemerintah untuk
menjamin hak akan informasi (aecess fo information) bagi wargs
negaranya. (Mulyalubis, 1986:349)

Pengaturan Hak Atas Informasi di Indonesia

Mencermat keadaan di Indonesia, pengaturan mengenai hak
atas informasi dalam UUD 1943 (sebelum diamandemen)) int masih
kurang. Informasi sebagai hak saja masih belum dirumuskan secara
eksplisit. Bahkan konvensi internasional sebagaimana disebutkan
di atas itu masih belum diatifikasi. Padahal cksistensinya
merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh sctiap
warganegara. Hal itu bisa dicermati dalam pembukaan 17U 1945
pahwa tyjuan dibentuknya negara adalah “untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa” Penekanan kecerdasan dalam hal ini termasuk
xomitmen dasar yang harus diwnjudkan oleh negara.

Fada satu sisi, hal tersebut berarts dunginkan agar warga negars
‘ndonesia tidak miskin informasi. Bahkan warga negara Indonesia
—mzinkan agar kaya akan informasi yang akan meningkatkan
serannya dalam mewujudkan tujuan dibentuknya negara
=hazaimana disebutkan pula dalam pembukaan UUD 1945 i,
a2z sisl lan komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini
Teowziiokan negara wituk membuka kran informasi selebar-
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lebamya. Babkan terkadang kewajiban untuk menyediskan sarana
dan prasarana informasi bagi warga negaranya.

Jabaran secara konstitusional dalam pasal 28 vang menyatakan
cksistensi hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat
dengan lisan maupun tulisan serta dengan hal lainnya (merdeka itu)
ternyata tidak secara eksplisit mengatur atas hak akan informasi.
Ketentuan ilu memberikan gambaran masih belum melihat
relevansi hak atas informasi dicantumkan olch para pembentuk
UUD 1945, Namun hendaknya tidak diartikan bahwa hak untuk
memperoleh informasi itu tidak ada dalam sistem UUD 1945,

Dalam hubungannnya dengan hal diatas, tujuan dari
kemerdekaan dalam paham berbangsa dan bemegara adalah untuk
melepaskan din dari keterbelakangan dan ketertinggalan dalam
semua bidang. Hal im menjadi elemen penting dan tujuan
dibentuknya negara untuk menyediakan berbagai instrumen dalam
rangka menuju tujuan dimaksud. Untuk melepaskan diri dari
keterbelakangan tersebut salah satu caranya adalah dengan
mendorong penguasaan informasi. dengan mencatat berbagai
kecenderungan sebagaimana dikemukakan diatas maka kendatipun
tidak secara eksplisit mengandung misi untuk dapat dipenuhinya
hak atas informasi (rights of information) bagi warga negaranya
sebaliknya pemerintah sebhagai pihak yang menjadi pelaksana dari
realisasi atas hak tersebut wajib memenuhi kebutuhan informasi
warga masyarakat.

Dapat dimaklumi bahwa lebih mendessk dan sanantiasa
elementer pada saat dirumuskan 1TUD 1945 im, demikian juga
kebutuhan pada masa berikuinya adalsh pangan, sandang dan
papan. Oleh karena dalam perkembangan permasalahan informasi
menjadi kebutuhan elementer pula maka hendaknya tidak terlcpas
dari komponen tersebut, schingga bangsa Indonesia akan
menjadikan informasi sebagai bagian dari aktualitas diri dalam
pergaulan intermasional.

Dalam perkembangan selanjutnya melalui undang-undang no ;
39 th 1999 tentang hak asasi manusia dan UUD 1945 (yang telah
diamandemen) pengaturan atas hak akan informasi telah diatur
secara eksplisit. Pasal 28 F UUD 1945 (amandemen) menyebutkan
bahwa : seliap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,
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serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan
scgala jenis saluran yang fersedia.

Namun dalam tatanan implementatif ketentuan vuang
diamanatkan oleh konstitusi tersebut diatas belum dapat
dilaksanalkan. Hal ini disebabkan karena belum adanya aturan yang
lebih operasional untuk menjabarkannya yakni bagaimana lormat
yang nyata dalam pemenuhan hak-hak untuk memperoleh
informasi. Dengan demikian kiranya sangat mendesak dibuat atau
ditormulasikan undang-undang tentang hak mempcroleh mformasi,
untuk dijadikan landasan dalam tingkat praktis.

Pada sisi lain disadari bahwa hak atas informas: timbul dari
gagasan dusar bahwa fitrah manusia adalah mempunyai sifat ingin
tahu dan kemgintahuan. Alkan tetapi disadan pula bahwa kebutuhan
informasi bagi sekelompok masvarakat itu tidak selalu sama
Perubahan itu akan terus terjadi dan menjadi falktor dominan
terthadap perubahan tata nilainya. Dalam hal mi perlu dican upaya
agar perubahan itu tidak mengarah pada rusaknya tatanan nila:
masyarakat akibat ketimpangan atas kebutuhan infermas:
dimaksud. ( T'juk Atmadi, 1986.v)

Satu di antara terus menanjaknya kebutuhan akan informasi
adalah terjadinya akumulasi dan pergaulan manusia dengan
lingkungannya. Sejalan dengan kebutuhan manusia yang lerus
meningkat menghendaki pula pola-pola pengelolaan dan adaptasi
terhadap linglkungan vang senantaiasa berubah. Dalam hal im 3
(tiga) konsep dasar yang melandasi keharusan terpenuhinya
informasi. Pertama adalah perkembangan manusia secara
individual, keduz adalgsh perkembangan lingkungan iempat
individu berada dan ketiga adalah perkembangan masyarakat
tempat individu itu bergaul, ketiga komponen itu terus berinteraksi
secara dinamis dan berkelanjutan. Informasi adalah satu mediayang
akan terus dibutuhkan menginngi interaksi itu,

Dalam perkembangan untuk menuju interaksi antara ketiga
komponen itu disadart bahwa tidak cukup hanya dengan panca
indera saja untul: memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Bahkan
cara ini sudah amat tradisional. Dan segi cara untuk memperoleh
informasi maka salah satunva adalah melalui pers. Prinsip interaksi
antara masyarakat dengan pers didasarkan atas intelekiual
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masyarakat dimana pers itu berada, Secara teknis interaksi terscbut
mengandung pola dengan titik berat pada banyak sedikitnya kadar
optni yang ada didalamnya. Opini dapat disebut sebagai satu pola
didalam pengelolaan pers yang memjadi titik temu antara privacy
domain dan public domeain dalam tata informasi.

Dalam implementasinya ada pers yang lebih banyak bobot
opini daripada informasinya letapi ada juga vang schaliknya
Kendatipun demikian pers harus bersifat universal dalam posisinya
sebagal media informast, Artinya bahwa apa vang disajikan itu
merupakan sebuah rekaman dari segala segi dari kehidupan manusia
yang secara konkret meliputi interaksi antara dirt dengan
masyarakat dan lingkungannya. Demikian pula pers bertindak
sechagal media untuk proses mteraksi antar warga masyarakat
tentang aktivitas dan masalah lingkungan dalam arti luas.

Keistimewaan pers khususnya media cetak dalam hal i adalah
memberikan kesempatan kepada pembaca untuk berpikir berefleksi
kepada khalayak dan justru pada proses refleksi itulah letak manusia
untuk berpikir dan berkomumnikasi seperti dengan dininya sendin
maupun dengan lingkungan sekitarnya Oleh karena itu vang
dibutuhkan schagai kata kunci adalah aktualitas dari sajian pers
sehingga masyarakal dapal terus-menerus secara dinamis
merefleksikan dirmya dengan lmgkungan dengan sarana media
tersebut. Hal in1 adalah sebagai refleksi dari hak untuk memperoleh
intformasi yang dapat menjaga privacy domain, tidak mengurangi
makna govermen domain seria menyjaga eksisstensi public domain.

Dengan sajian pers akan menjadikan masyarakal berkembang
dinamis sekaligus menjadikannya sebagal cermm kehidupan
masyarakat 1tu sendir. Sebab yang ada didalamnya merupakan
gambaran kelndupan nyata vang dapat diserap oleh pers.

Sebaliknva, kendatipun demikian pers harus bersifat universal
dalam posisinya sebagai media informasi. Artinya bahwa apa yang
disajikan 1tu merupakan schuah rckaman dari secala segi kehidupan
manusia vang secara konkret meliputi interaksi antara diri dan
masyarakat dan lingkungannya. Demikian pula pers dapat bertindak
sebagal media tertulis untuk proses interaksi antar warga
masyarakat tentang aktivitas dan masalah lingkungan dalam arti
luas.
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Keistimewaan pers khususnya media cetak galam hal i
adalah memberikan kesempatan kepada pembaca untuk berpikir
berefleksi kepada khalayak dan justru pada proses refleks: itulah
letak kesanggupan manusia untuk berpikir dan berkomunikasi
seperti dengan dirinva sendiri maupun dengan lingkungan
sekitarmya. Oleh karena 1tu yang dibutuhkan sebagai kata ke
adalah aktualitas dari sajian pers schingga masyarakat dapat lerus
menerus secara dinamis merefleksikan dirmya dengan lingkungan
dengan sarana media tersebut. I1al im1 adalah sebagai refleksi untuk
memperoleh informasi vang dapat menjaga privacy domain, idak
mengurangl makna goverment domain, serta letap menjaga
chsistensi public domain.

Dengan sajian pers akan menjadikan masyarakat berkembang
dmamis sekabigus menjadikannya sebagal cermin kehidupan
masyarakat sendiri. Sebab yang ada didalamnys merupakan
gambaran kehidupan nyatayang dapat diserap oleh pers.

Penutup

Dari berbagar uraian diatas dapat disimpulkan bahwa informas
merupakan kebutuhan primer yang tidak dapat dipisabkan dari
cehidupan manusia. Karena ity peranan dari keberadaan pers
merupakan wahana paling mendasar dalam pemenvhan hak-hak
seseorang atas infonmasi. Hak-hak atas informasi tersebut mengandung
3 (tiga) elemen pokok vang harus diaktualisasikan yaitu © (a) hak
mengumpulkan mformast, (b} hak untulk menyebarkan mformasi, (¢)
azk untuk mengomunikasikan informasi.

Pengaturan hak memperoleh informasi di Indonesia secara
sormatif telah tertuang dalam UUD 1945 (amandemen), namun
cerlu ditidaklanjuti dengan perangkat aturan yang lebih

-cerasional agar dapatdiwujudkandalam tatanan implementatil.
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